PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 2 TAHURN 2024
TENTANG

PERUBAINAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA
CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENCATATAN TURAN JAMINAN

KESEHATAN, DAN PEMBAYARAN DENDA AKITBAT KETERLAMBATAN

PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Mecnimbang @ a. bahwa sebagai upava optimalisasi penarikan iuran dan
tunggakan uran program Jaminan Keschatan, Badan
Penvelenggara Jaminan Sosial  Keschatan, perly
melalukan koordinasi dan  kerja  sama uantuk
pengumpilan iuran  dan  tunggskan  luran serta
peringkatlan pengawasan dan pemeriksasn kepatuhan
pembayaran iuran;

b bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta untak melaksanakan
ketentuan Pasal 42 ayat (9] Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Momer 82 Tahun 2018 tentang  Jaminan
Kesehatan, perlu menetapkan Perubahsn Kedua atas
Peraturan Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan luran Jaminan
Kesehalan, dan Pembayaran Denda Alabal
Keterlambatan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan;

Mengingal 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4456} sebagaimana
telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023  lenlang Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengeant Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang Undang [Lernbaran Negara
Eepublik Indonesia Tabhun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 68568);



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyvelenggara Jaminan Sosial ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5256)
sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang
MNomor & Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Neomoer 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
[ndonesia Nomaor GR36);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 lentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesis Tahun 2018 Nomeor 165) sebagaimansa telah
beberapa kali dinbah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 2% Tahun 2024 tcntang Pcrubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jarmminan  Kesehatan  [Lembaran  Negara Republik
Indonesis Tahun 2024 Nomor 82);

4, Peraturan Badan Penyelenggsara Jaminan  Sosial
Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan
Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat
Keterlambaran Pembavaran [uran Jaminan Kesehatan
[Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor
1665] sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan
Badan Penyelenpggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Penyvelenggara Jaminan Sosial Keschatan Nomor 5
Tabhun 3018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran
dan  Pencalatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan
Pembayaran Denda Akibat Kererlambatan Pembayaran
[uran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGOGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN TENTANG FPERUBAHAN @ KEDUA ATAS
FERATURAN BADAN PENYELENGGARA JARMIMNAN SOSTAL
KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENCATATAN [UIRAN
JAMINAN KESEHATAN, DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  IURAN  JAMINAN
KESEHATAN.

Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penvelenggara
Jaminan Sosial Keschatan Nomer 5 Tahun 2018 lentang
Tata Cara Penagihan, Pombayaran dan Pencatatan Turan
Jaminan  Kesehatan, dsn  Pembavaran Dends  Akibeat
Kelerlambatan  Pembavaran Iuran  Jaminan  Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665)
sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun
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2020 wentang  Perubahan  atas  Peraturan  Badan
Penvelengeara Jaminan Sosial Keschatan Nomor 5 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan
Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran
Denda Akibar Keterlambatan Pembayaran Turan Jaminan
Eeschatan (Berita Negara REepublik Indonesia Tahun 2020
MNomor 343), diubah scbhapal berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5} dan ayat (Sa) dihapus
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal &

(1} luaran Peserta Penduduk vang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat {1] hurul b dibayarkan olch
Pemerintah Daerah,

(2} Pemenntah Dacrah membaysr luran bagi Peserta
Penduduk vang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah paling lambat tanggal 10 (zepulnh) setiap
bulan kepada BRIE Kesehatan.,

(3} Dalam hal tanggal 10 (zepuluh) setiap bulan
schagrimana dimaksud pada ayat (2] jatah pada
han bLbur, luran dibayarkan pada hari kera
berikutnya.

(4} luran sebagaimana dimalsud pada ayal (2], dapat
dibavarkan untuk lebih dari 1 [salu) bulan yang
dilakukan di awal,

[5) TDhihapus,

(2a) Dihapus,

(5) Kelentusn pembayaran scbhagalmana dimaksuad
pada ayal (3) dan ayat (4), diatur dalam perjanjian
kerjasama  antara  BPJS  Kesehatan dengan
Pemernnlah Daerah,

4. EKetentuan avat (2) Pasal 22 divbah sehingga berbunyi
sehagal berilouat;

Pasal 22

(1} BRJ3 Keschatan dapat mengembangkan metodes
lain vang efektf dan cfisicn dalam melakiakan
penarikan Turan dan tungeakan huran Peserta atau
Pemberi Kerja,

(2} Dalarn melakukan penarikan luran dan tangzakan
Turan Peserta alau Pemben Kera, BPJS Keseharan
dapatl bekerja sama dengan pihak lain untuk
mengumpulkan  luran  dan  tunggakan  Turan
Peserta atau Pemberi Kerja.

(3] Kerjasama dengan pihak  lain sebagaimans
dimaksud pada ayar (2] dapar dilakukan untuk
mempersyaratkan  kepesertaan  akifl  program
Jaminan Keschatan dalam memperoleh pelavanan
putalile.



[h antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1| [(satua)
Pasal, yaknmi Pasal 22A, schingga berbunyl =zebagal
berikut:

Paszal 224

(1] Kerja sama dengan pihak lain  dalam
mengumpulkan [uran dan tunggakan  Turan
Pezerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
avat {2) dapat dilakukan melalui Kader JEN
chan fatau model keapenan lamnys.

(2] Kader JEN schapaimana dimabksud pada ayat (1)
merupakan individa yang bekerja samae sebagai
mitra BI'JS Kesehatan berdasarkan hubungan
kemirraan yang menjalankan sebagian Dangsi
BPJS Hesehatan pada suatu wilayah tertentu.

(3] Pengumpulan luran dan tunggakan Taran Peseria
sebagaimana dimaksud pada aval (1} dilakukan
kepada PBPU dan BP.

Ketentuan avat (4], aval (&), aval [7], avat [8), gyat (Y],
dan ayal (10) Pasal 24 diubah dan di antara ayat (6} dan
ayat (V) disisipkan 2 (dua) ayat, vakni ayat (fa) dan ayal
(G1) schingga Pasal 24 berbunyi sebagal berikaat:

Pasal 24

{1] Dsalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak
membayar laran sampai dengan akhir bulan
berjalan meaka penjaminan Peserta diberhentikan
sementara sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(2] Dalam hal Pemberi EKerja belum melunasi
minggakan Turan sebagaimana dimaksud pada
ayval [1] kepada BPJS Keschatan, Pemberi Kerja
wajth herlanggung jawab pada saat Pekerjanya
membulubkan pelavanan kesehatan  sesuai
dengan Manfaat vang diberikan.

(3] Pemberhentlian sementsra penjaminan  Poscrta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan
status kepesertaan aktif kembali apabila Pescrta:
a. membayar Iuran bulan tertunggak paling

banyak untuk waktu 24 {dua puluh empat)

bulan; dan

b membayar Turan pada bulan saat Peserta ingin
rnengakhi pemberhentian sementara
JAIMINAT,

(4] Untuk tabun 2020, pemberhentian sementara
penjaminan Peseria sebagaimana dimalesud pada
ayat (3] berakhir dan status kepcscrtaan altif
kembali, apala Peserta:

&. telah membayar [uran bulan tertunggalk, paling
bBanyak untulk wakou & (enam) bulan;

b. membayar [uran pada bulan saaf Peserta ingin
mengakhir pemberhentian sEmeniars
Jjaminan; dan

. dengan  sisa luran  bulan  yang  masih
tertunggak  setelah  pembaysran  tunggalkan
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Turan sebapsimana dimaksud pada hural &
masih menjadi kewapban Peserta,

Untulk mempertahankan status kepescrtaan alotif,
Peserta wajib melunasi sisa luran bulan wyang
masih tertungsak sebagaimana dimaksud pada
ayval [4] hurufl ¢ selurubhnya paling lambar pads
lahiar 2021,
Dalam wakiu 45 (empal puluh hma) han sejak
slatus  kepesertaan aktll kemball schagaimana
dimaksud pada ayat (3], Peserta scbagaimana
dimalsud pada ayat (1) wajib meombayar denda
kepada BRJIS Keschatan untuk satu kali rawat
map tingkat lanjutan vang diperolehnya.

Kewajiban pembavaran  denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (8], dengan kefeniuan:

a. dikenakan untuk pelavanan rawat inap Lingkal
lanjutan vang pertama kah diperoleh oleh
Peserta setelah  status  kepesertaan  aktf
kembali; dan

h. dikenakan berdasarkan jenis kepesertaan saat
Peserta memperoleh  pelavanan rawat map
limiglkeal lamjulan vang pertama ksl dipercleh
oleh Peserta setelash status kepesertaan aletif
kembali.

Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
status kepesertaan aktif kembali sebagaimana
dimaksud pada avet (4] dan ayval [5), Peoscrta
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) wajib
mermbayar denda kepada BDRIS Kesehalan untuk
setiap pelavanan kesehalan rawal inap tingkat
lanjutan vang diperalehnya,

Bagi Peserta PPU, pembayvaran luran schagaimana

dimaksud pada ayal (3] dan ayatc (4], serta denda

sebagaimana dimaksud pada ayat [8), avat [6Gal,
dan ayat (Ob] ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat {6) yaim

sebesar 5% (lima persen) dar perkiraan biayva

paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan
diagnosa dan presedur awal uniuk seliap bulan
tertungeak dengan keteniuan:

a. jumlah bulan tertunpeak paling banvak 12
{dua belas) bulan; dan

lb. besar denda paling tinggl Rp20.000.000,00
{dua pulub juta rupiah).

Lntuk tahun 2020, denda sebhagsimana dimalesd

pada ayal [Gb) yaillu sebesar 2,5% (dua koma lima

persen] dari perkiraan biaya paket Indonesian

Ceoase: Bosed Groups berdassrkan diagnosa dan

prosedur swal unluk seliap bulan tertunggak

dengan Ketentuan:

a. jumlah bulan fertunggak paling banvak 12
{dua belas) bulan; dan

b besar denda paling tinggi Rpa0.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah).
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(10} Ketentuan pembayaran Turan sebagrimans

dimaksad pada ayvat (3), ayal (4], dan avat (5] serta

denda sebagaimana dimaksud pada ayal (0], avat

(a). avac (B, ayat (8], dan ayal (9] dikecualikan

untuk:

a. Peserta PRI Jaminan Kesehalan; dan

b, Peserta PRPU dan BP denpan  Manfaat
pelayansn di rusng peravatan kelas 1l yang
selurubh Iurannys dibayar oleh Pemerintab
Daerah.

Pasal 30 dihapuas.

Paszal 31 dihapus.

D1 antara avat (2) dan ayal [3] Pasal 34 disisipkan 1
{satu) aval, vakm aval (2a) schingeas Pasal 34 berbunyi
sebaga berikul:

{1]
{2)

{da)

(3]

Pasal 34
BIS Kesehatan melakukan pengawasan dan
pemeriksaan kepatuhan pembayaran Turan,
Dalam melakukan pengawasan dan pemerksaan
kepatuhan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Pengawas
Ketenagakerjaan dan Jaksa Pengacara Negara.
BR.J3 Kesehatan dalam melakukan pegawasan dan
pemeriksaan kepatuhan schagaimana dimalksuad
pada ayat (1) jugas dapat berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga, dinas, badan, atau balai
vang  membidangl  ketenagakerjaan pada
pemernntah dacrah serta aparat penegak hukum.
Tala cara pengawassn  dan pemerikssan
kepatuhan sebagsimana dimaksud pada avat [2)
dilakukan scsuai dengan ketentuan persturan
perundang-undangan.



Pasal 11
Peraturan Badan 1m1 mulal berlaku  pada  tangeal
dinndangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

penpundangan Peraturan Badan im dengan penempalannys
dalam Bernla Nepara Repubbik Indonesia.

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Beptember 2024
DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

tod.
ALT GHUFRON MUKTI

Diandanglan di Jakarta
pada langeal 3 Oklober 2024

PLT. DIREETUR JENDERAIL
PEFATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
EEPUBLIK INDONESIA,

ted.

ASEF N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 621

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direlkst Bidang Hubungan Antar Lembaga
‘ﬁi dan Regulasi,




